ISLAMIC FINANCE - 10
Musyarakah dan Mudharabah
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1. PENGERTIAN MUDHARABAH

Menurut bahasa, katanudharabah berasal dariadh-dharbu fil ardhj yaitu melakukan
perjalanan untuk berniaga. Allah swt berfirmdBan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah(QS Al-Muzzammil : 20).

Mudharabahdisebut juga giradh, berasal dari kata gardh yzeragrti gath (sepotong), karena
pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya kimperdagangkan dan ia berhak mendapatkan
sebagian dari keuntungannya.

Menurut istilah figh, kata mudharabah adalah akedapjian antara kedua belah pihak, yang
salah satu dari keduanya memberi modal kepada Yaimg supaya dikembangkan, sedangkan
keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai déregantuan yang disepakati (Fighus Sunnah llI:
212).

2. PENSYARI'ATAN MUDHARABAH

Dalam kitabnya al-ljma’ hal. 124, Ibnul Mundzir méis, “Para ulama’ sepakat atas bolehnya
melakukangiradh, pemberian modal untuk berdagang dengan mempebalgian laba dalam bentuk
Dinar dan Dirham. Mereka juga sepakat bahwa si gleteg modal boleh memberi syarat perolehan
sepertiga atau separuh dari laba, atau jumlah telag disepakati mereka berdua, setelah sebelumnya
segala sesuatunya sudah mengdehr, jelas.”

Bentuk kerjasama model ini sudah pernah diprakiikkéeh para sahabat Rasulullah saw.
Sebagaimana yang isa kita kethui dari Zaid bin isttari bapaknya bahwa ia pernah bercerita, “Dua
anak Umar bin Khattab ra, Abdullah dan Ubaidullatular pergi bersama pasukan menuju negeri Irak.
Tatkala mereka kembali dari sana, mereka melewaiiMusa al-Asy’ari yang sedang menjabat sebagai
Amir, gubernur di Bashrah. Setelah ia mengucapldansgat datang dan menyambutnya, kemudian
berkata kepada mereka berdua, “Kalau saya tetaplatn urusan untuk kalian yang sangat bermanfa’at
bagi kalian, tentu aku mampu menetapkannya.” Kearudh melanjutkan, “Baik, di sini ada sebagian
harta kekayaan Allah. Saya bermaksud hendak memngid (melalui kalian) kepada Amirul Mukminin,
yaitu saya pinjamkan kepada kalian berdua, lallefjokalian belikan barang dagangan dari Irak ini,
kemudian dijual di Madinah, lalu modal pokoknya i&al serahkan kepada Amirul Mukminin,
sedangkan labanya untuk kalian berdua.” Merekauaentenjawab, “Kami ingin melaksanakannya.”

Setelah harta negara itu diserahkan kepada kedukeyaidian ia menulis sepucuk surat kepada
Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar menerima laaitu dari mereka berdua. Tatkala mereka tiba
(di Madinah), maka mereka mendapatkan keunturigamudian ketika keduanya menyerahkan harta
negara itu kepada Umar, maka Umar bertanya kepadaka “Apakah setiap pasukan mendapatkan
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pinjaman seperti yang dipinjamkan kepada kaliamdie?” Jawab mereka, “Tidak.” Kemudian Umar
bin Khattab menyatakan, “Karena dua anak Amirul Mirkn, maka ia (Abu Musa) telah meminjamkan
harta negara kepada kalian berdua! Serahkanlald&epegara modal dan keuntungannya!” Adapun
Abdullah diam membisu, sedangkan Ubaidullah, “Wakirul Mukminin, tidak sepatutnya engkau
menetapkan seperti ini? (Karena) andaikata modabeénkurang atau musnah, sudah barang tentu
kamilah yang bertanggung jawab untuk menggantingarmudian Umar menyatakan, “Kalian harus
mengembalikan seluruhnya!” Kemudian Abdullah diaenitei bahasa, lalu Ubaidullah mengulangi
pernyataannya.

Maka seorang laki-laki yang termasuk rekan dekaatberkata, “Wahai Amirul Mukminin,
alangkah baiknya kalau kau jadikan modal itu sebagadh.” Kemudian Umar menjawab, “Kalau
begitu, kujadikan modal itu sebaggradh.” Kemudian Umar mengambil modalnya dan separul dar
keuntungannya. Sedangkan Abdullah dan Ubaidulla&a,ashak Umar bin Khattab mendapatkan separuh
dari keuntungan.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 291 uMaththa’ Imam Malik halaman 479 no: 1385 dan
Baihagi VI: 110).

3. ORANG YANG MENGEMBANGKAN MODAL HARUS AMANAH

Mudharabahhukumnyajaiz, boleh baik secara mutlak maupomugayyad(terikat/bersyarat),
dan pihak pengembang modal tidak mesti menanggwerggian kecuali karena sikapnya yang
melampaui batas dan menyimpang. Ibnul Mundzir maskan, “Para ulama’ sepakat bahwa jika
pemilik modal melarang pengembang modal melakukahheli secara kredit, lalu ia melakukan jual
beli secara kredit, maka ia harus menanggung negskd (al-ljma’ hal. 125).

Dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah saw, balBedau pernah mempersyaratkan atas
orang yang Beliau beri modal untuk dikembangkangdanbagi hasil (dengan berkat&)anganlah
engkau menempatkan hartaku ini pada binatang yammyawa, jangan engkau bawa ia ke tengah
lautan, dan jangan (pula) engkau letakkan ia di baim yang rawan banijir; jika engkau melanggar
salah satu dari larangan tersebut, maka engkau samengganti hartaku.(Shahih Isnad: Irwa-ul
Ghalil V: 293, Daruquthni Il: 63 no: 242, Baihaqi:\111).

4. Bagi hasil (profit sharing) atau mudharabah sebgai karakteristik dasar bank syariah

Pernah dengar istilah bagi hasil khan..? Nah begadir bagi hasil ataprofit sharingini dapat
diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama anthek pnvestor atau penabung, istilahrstaahibul
maal dengan pihak pengelola atawdharih dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuaadeng
persentase jatah bagi hasiisbal) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Misalkan investor, dalam hal ini adalah nasabahklk&n menaruh uangnya sebagai bentuk
investasi untuk dikelola olemudharibyakni pihak bank dengan nilai nisbah, misalnygpéfsen bagi
pengelola dan 40 persen bagi investor.

Mudharabahini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitudharabah muthlagahyaitu bagi
hasil yang bersifat tidak terbatasn(estrictel), danmudharabah muqayyadalyaitu bagi hasil yang
bersifat terbatagéstricted.
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Untuk mudharabah muthlagatpihak pengelola yaitu pihak bank memiliki otasitgenuh untuk
menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkak onudharabah muqgayyadalpemilik dana
memberi batasan kepada pihak pengelola. Misalrdaah jenis invetasi, tempat investasi, serta pihak
pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.

Namun pada perkembangannya transaksi yang ada ljgada syariah itu tidak hanya pada
wadi'ah danmudharababsaja, tetapi meluas pada transakasyarakah, murabahah, bai as-salam, bai
al-istishna, ijarah dan lain-lain.

5. Mudharabah dan Optimalisasi Sektor Riil

Dari sudut ekonomi, sebenarnya ada tiga pihak jpergaku pihak terhadap dunia bisnis dan
usaha. Pertama adalakk loving (sangat menyukai resiko usaha). Perilaku ini mealykéin semakin
tinggi resiko, maka semakin tinggi pula kepuasangyditerimanya. Sehingga jika pendapatan yang
diterima semakin kecil pun tidak menjadi persoatmyi pihak tersebut. Perilaku ini lebih cocok
dialamatkan pada penjudi, karena sangat menyukdida yang beresiko tinggi.

Perilaku kedua adalahisk neutrally (netral terhadap resiko). Pihak ini bersikap kanstian
netral terhadap resiko, sehingga semakin tinggkoessaha yang terjadi, bukan masalah bagi pihak
tersebut selama pendapatan yang diterimanya korsdan tetap. Menurut hemat penulis, bank
konvensional memiliki perilaku seperti ini, karesmaa pun yang terjadi, pendapatan yang diterima dari
pembiayaan usaha adalah tetap, yaitu sejumlah yamgpditerimanya.

Perilaku terakhir adalahsk aversion(tidak menyukai resiko). Perilaku ini menyebabkaats
pihak bersikap menghindari terhadap resiko usadfsingga semakin tinggi resiko suatu usaha, maka
dibutuhkan tambahan pendapatan yang lebih tinggidabagai kompensasi dari pilihan yang diambil
terhadap resiko usaha yang tinggi. Perilaku inylahg lebih dekat dan sesuai dengan pandangan Islam.
Perilaku ini menyebabkan suatu pihak membutuhk&akpiain untuk berbagi resiko usaha yang ia
lakukan. Prinsip usahhigh risk high returnini dikombinasikan dengan berbagi resiko usahaatap
diintrepretasikan menjadi pendapatan yang dipersiemakin tinggi dan resiko usaha ditanggung
bersama.

Mudharabah lahir sebenarnya untuk memfasilitasalpiihak yang berperilaktisk aversion
Perilakurisk aversionini adalah sesuai dengan fitrah manusia yang ibgibagi resiko dalam berusaha
untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Perilakyjuga natural, karena sifat dasar manusia &dala
ingin berbagi jika ada masalah yang akan dihaddpdharabah diluncurkan untuk mencapai hasil yang
optimal dari suatu usaha yang akan dilakukan, gghirjiwa pedagang muncul disini. Mudharabah
adalah produk bank syariah yang ingin menciptakeselarasan dalam usaha yang dikombinasikan
dengan sifat dasar manusia tersebut.
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6. Optimalisasi Mudharabah

Perilakurisk aversionyang bisa difasilitasi oleh mudharabah ini, memikkrva kombinasi
antara resiko dan pendapatan yang cekung keataswthrt ekonomi. Kurva ini merepresentasikan
pendapatanréturn) yang tinggi dan resiko yang tinggi pula dalamusaha. Kalau kita kaji dalam
ilmu ekonomi dikenal istilah optimalisasi paretgptiinalisasi pareto merupakan keseimbangan antara
dua pilihan (dalam hal ini resiko dan pendapataar)gydapat menyebabkan kepuasan dan hasil yang
optimal. Garis keseimbangan pareto pada kasusmaishl dari kombinasi resiko dan pendapatan yang
cekung keatas dan kebawah. Sehingga garis kesegabgrareto ini melewati garis mudharabah. Hal
ini berarti bahwa produk mudharabah itu dapat mealykan hasil dan kepuasan yang optimal, karena
dilewati oleh garis pareto.

Dengan pembuktian secara ekonomi tersebut, makaggshnya mudharabah itu sesuai dengan
alam dunia bisnis, karena dapat menyebabkan keargmah yang optimal. Jika pengusaha jeli dan jitu
dalam melihat prospek usaha dan memahami ilmu ekipnmaka pilihannya adalah jatuh pada
mudharabah dalam melakukan pembiayaan pada Bankingga pengusaha tersebut dapat
menyebabkan hasil yang optimal dan disertai dekgpoasan yang juga optimal.

Mudharabah sangat cocok diterapkan pada sektadatil pengembangan usaha rakyat, karena
sebenarnya sudah sangat seusai dengan pola yargpkan mampu mieack upindustri besar yang
kini mengalami tingkat persaingan yang sangat kaiifpe Mudharabah pada bank syariah bisa
dioptimalisasikan melalui berbagai langkah, antém adalah kesinambungan dan transparansi
informasi terhadap usaha yang akan dijalankanrrimdsi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat
penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh &atenlangkah ini bisa dimaksimalkan melalui
database yang aktual, rinci, dan faktual, samhilstenencari dan menemukan format usaha yang sesuai
dengan iklim usaha tersebut.

Langkah lainnya adalah dengan pengembangan inthaiistri kecil yang dibina langsung oleh
bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyatrospektif, dan dikelola dengan amanah.
Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagara kita untuk dapatrvivedi saat krisis seperti
ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yanggdima

Langkah terakhir adalah dengan membuat aturan eguasi yang tepat, terstandarisasi, dan
sesuai dengan prinsip syariah. Kita semua sangdtafap legalisasi produk bank syariah bisa
dipertimbangkan oleh DPR untuk menjadi hukum yapogitg. Aturan ini nantinya menjadi payung
yang sah terhadap gerak-gerik pelaksanaan pembiagadharabah terhadap industri-industri kecil.

Mudah-mudahan semakin banyak pihak yang dapat nmamadbetapa pentingnya mudharabah
dalam memainkan peranannya pada setiap pembiagaaa di Bank Syariah, sehingga jika ini terjadi,
maka sektor riil dapat berkembang pesat dan ndgtakan memiliki industri usaha yang kuat. Dan
pada akhirnya mampu mengatasi berbagai permasatkmaromi yang kini melanda di negara kita,
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karena sesungguhnya mudharabah adalah pola yaagdalam pengembangan sektor riil di negara
kita.

7. Rukun dalam Perjanjian Mudharabah

Mudharabah, sebagaimana juga jenis pengelolaam lsianya, memiliki tiga rukun.

Pertama : Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu tovépemilik modal) dan pengelola
(mudharib.

Kedua : Objek transaksi kerjasama, yaitu modahasian keuntungan.

Ketiga : Pelafalan perjanjian

Sedangkan Imam Asy-Syarbini di dalam Syarh Al-Mjntraenjelaskan, bahwa rukun
mudharabah ada lima, yaitu : Modal, jenis usalntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku
transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya) damuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.

RUKUN PERTAMA : ADANYA DUA PELAKU ATAU LEBIH

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal plengelola modal. Pada rukun pertama ini,
keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (jaizaskiarruf), dalam pengertian, mereka berdua baligh,
berakal, rasyid (normal) dan tidak dilarang beratgs pada hartanya.

Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus masim pengelola harus muslim. Sebab,
seorang muslim tidak dikhawatirkan melakukan peiduaiba atau perkara haram. Namun sebagian
lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehinggarioblehkan bekerja sama dengan orang kafir yang
dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti ada@ewyatauan terhadap pengelolaan modal dari pihak
muslim, sehingga terbebas dari praktek riba daarhar

a. Modal
Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi.
1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan nzatg (al-naqd). Dasarnya adalah Ijma’. atau
barang yang ditetapkan nilainya ketika akad mementiapat yang rajih

2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui

3) Modal diserahkan harus tertentu

4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pelageienerimanya langsung, dan dapat
beraktivitas dengannya.

Jadi dalam mudharabah, modal yang diserahkan, rdikgm harus diketahui. Dan penyerahan
jumlah modal kepada mudharib (pengelola modal) rdrerupa alat tukar, seperti emas, perak dan
satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehdsapd barang, kecuali bila nilai tersebut dihitung
berdasarkan nilai mata uang ketika terjadi akaangaksi), sehingga nilai barang tersebut menjadi
modal mudharabah.
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Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akserhak kepada mudharib (pengelola
modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepafkeaika mobil tersebut wajib ditentukan nilai mata
uang saat itu, misalnya disepakati Rp.80.000.0@&anmodal mudharabah tersebut adalah
Rp.80.000.000.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat, karem@kimenentukan pembagian keuntungan.
Apabila modal tersebut berupa barang dan tidakalike nilainya ketika akad, bisa jadi barang teuseb
berubah harga dan nilainya, seiring berjalannyawaehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan
dalam pembagian keuntungan.

b. Jenis Usaha
Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang hipersutii.
1) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan

2)

3)

Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembayasgmmenyulitkannya. Misalnya,
harus berdagang permata merah delima atau muagsangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidarmgggaan dan yang terkait dengannya,
serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilgrmengadakan transaksi perdagangan
barang-barang haram, seperti daging babi, minureeasldan sebagainya. Pembatasan
waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhalb&lgeh, dalam kerja sama
penanaman modal ini, dipebolehkan membatasi waddhaj dengan dasar digiyaskan
(dianalogikan) dengan system sponsorship padassatulan dengan berbagai criteria lain
yang dibolehkan, pada sisi lainnya.

c. Keuntungan
Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendap&&antungan. Demikian juga dengan
mudharabah. Namun dalam mudharabah pendapatarukgantitu disyaratkan dengan empat
syarat.

1)

2)

3)
4)

Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekaraas ayitu pemilik modal (investor)
dan pengelola modal. Seandainya sebagian keuntudiggaratkan untuk pihak ketiga,
misalnya dengan menyatakan “Mudharabah dengan gganbd/3 keuntungan untukmu, 1/3
keuntungan untukku dan 1/3 lagi untuk isteriku adaang lain”, maka tidak sah, kecuali
disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal teusesehingga menjadi giradh bersama
dua orang. . Seandainya dikatakan “Seapruh keuatungtukku dan sepruhnya untukmu,
namun separuh dari bagianku untuk isteriku”, makasah, karena ini akad janji hadiah
kepada isteri.

Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleheghanyuk satu pihak saja. Seandainya
dikatakan : “Saya bekerja sama mudharabah dengademgan keuntungan sepenuhnya
untukmu”, maka yang demikian ini menurut madzha#fiSyidak sah.

Keuntungan harus diketahui secara jelas.

Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentasenterbagi pemilik modal (investor) dan
pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi sebagaineah ditentukan prosentasenya,
seperti : setengah, sepertiga atau seperempapabilA ditentukan nilainya, contohnya jika
dikatakan, “Kita bekerja sama mudharabah denganbagian keuntungan untukmu satu
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juta, dan sisanya untukku”, maka akad mudharabatikiin ini tidak sah. Demikian juga
bila tidak jelas prosentasenya, seperti “Sebagmunkinu dan sebagian lainnya untukku”.

Adapun Dalam Pembagian Keuntungan Perlu SekalihgeHal-Hal Berikut.

a.

Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihakun kerugian hanya
ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah di dal&yrahul Kabir menyatakan,
keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua. Ljelaskin dengan pernyataan,
maksudnya, dalam seluruh jenis sayrikah. Hal itlakKiterdapat perselisihan dalam
mudharabah murni. Ibnu Mundzir menyatakan, pal@ma bersepakat, bahwa
pengelola berhak memberikan syarat atas pemilikamd(8 keuntungan atau Y2, atau
sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diked@mgian jelas dalam bentuk prosentase.
Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya ldarntungannya. Apabila
keduanya tidak menentukan hal tersebut, maka pelagslendapatkan gaji yang umum,
dan seluruh keuntungan merupakan milik pemilik nha@avestor). Ibnu Qudamah
menyatakan, di antara syarat sah mudharabah adp&tentuan bagian (bagian)
pengelola modal, karena ia berhak mendapatkan legah dengan syarat sehingga
tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainyatakka “ambil harta ini secara
mudharabah” dan ketika akan tidak dsiebutkan bagraok pengelola sedikitpun dari
keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk gemiidal. Demikian pula kerugian
ditanggung oleh pemilik modal. Adapun pengelola alpda mendapatkan gaji
sebagaimana umumnya. Inilah pendapat Ats-Tsauy;SA&fi’'i, Ishaaq, Abu Tsaur dan
Ashab Ar-Ra’i (Hanafiyah). Ibnu Qudamah merajihkemdapat ini.
Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungaels® menyerahkan kembali
modal secara sempurna. Berarti, tidak seorangpdrakenengambil bagian keuntungan
sampai modal diserahkan kepada pemilik modal. Apatala kerugian dan keuntungan,
maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebuk karugian dan keuntungan dalam
satu kali, atau kerugian dalam satu perniagaankeantungan dari perniagaan yang
lainnya. Atau yang satu dalam satu perjalnan nidga,yang lainnya dari perjalanan lain.
Karena makna keuntungan adalah, kelebihan dari Inddan yang tidak ada
kelebihannya, maka bukan keuntungan. Kami tidak tata perselisihan dalam hal ini.
Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih laerjdtecuali apabila kedua pihak
saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatgikandalam mudharabah tampak
adanya keuntungan, maka pengelola tidak boleh maigaedikitpun darinya tanpa izin
pemilik modal. Dalam masalah ini, kami tidak men&amu adanya perbedaan di antara
para ulama. Tidak Dapat Melakukannya Karena Haka

I. Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidakdppsstikan tidak adanya

kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungarehets sehingga berakhir hal
itu tidak menjadi keuntungan.

ii. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehinggddak memiliki hak
membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.

iii. Kepemilikannya atas hal itu tidak tetap karena rkimgsekali keluar dari
tangannya untuk menutupi kerugian. Namun apaieifailik modal mengizinkan
untuk mengambil sebagiannya, maka diperbolehkaenkahak tersebut milik
mereka berdua.
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e. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoledthssdtu pihak sebelum dilakukan
perhitungan akhir atas usaha tersebut. Sesunggutely kepemilikan masing-masing
pihak terhadap keuntungan yang dibagikan bersifiatk ttetap, sebelum berakhirnya
pernjanjian dan sebelum seluruh usaha bersamawergdiitung. Adapun sebelum itu,
keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifatacgdn modal yang digunakan
menutupi kerugian yang bisa saja terjadi di kenudgebelum dilakukan perhitungan
akhir. Perhitungan Akhir Untuk Menetapkan Hak ®&eiikan Keuntungan,
Aplikasinya Bisa Dua Macam:

I. Perhitungannya di akhir usaha. Dengan cara ini,ilpemmodal bisa menarik
kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasarteaa kedua belah pihak.

ii. Finish Cleansing terhadap kalkulasi keuntungan.Ya@engan cara asset yang
dimilikinya dituangkan terlebih dahulu, lalu merghtan nilainya secara
kalkulatif. Apabila pemilik modal mau, maka dia disnengambilnya. Tetapi
kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilklin perjanjian usha baru,
bukan meneruskan usaha yang lalu.

RUKUN KETIGA : PELAFALAN PERJANJIAN (SHIGHAH TRANSA KSI)

Shighah adalah, ungkapan yang berasal dari kedlah bgihak pelaku transaksi yang
menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah irditiedari ijab qabul. Transaksi mudharabah atau
syarikah dianggap sah dengan perkataan dan penbystg menunjukkan maksudnya.

Demikian rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam &espma mudharabah, yang semestinya
dipahami secara bersama oleh masing-masing pitekn@ya terbangunlah mua’amalah yang shahih
dan terhindar dari sifat merugikan pihak lain.
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Lampiran

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1.

Kedua :

A

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yangmit@alaleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usatmyy
produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal {ljdedana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek
(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertinmigasenudharib atau pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian danged#ragian keuntungan ditentukan berdasarkan Kestapa
kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha tgdaly disepakati bersama dan sesuai dengan syatéah
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaanpatgek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pasadn
dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengandalam bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua keraiglzat dari mudharabah kecuali jika mudharib (baky
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atawyafem perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah d@idiaaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari multeaau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dieai
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggardmetsp hal-hal yang telah disepakati bersama datach a
Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mak&npembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukarafi&an atau melakukan pelanggaran terhadap kesapaka

mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yelap dikeluarkan.
Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mug)htaairus cakap hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oled giaak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikanahlerikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksmisitnjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada satiako

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui koreslemsi, atau dengan menggunakan cara-cara komumikdern.
Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang difveoleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujsaha
dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yantadidika modal diberikan dalam bentuk aset, male gersebut
harus dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harbaydirkan kepada mudharib, baik secara bertahapunaigak,
sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapapsékelebihan dari modal. Syarat keuntungan behik
harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidd&hdisyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap piteaks diketahui dan dinyatakan pada waktu kordisdpakati
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dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dar-kéwgan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus
berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibahddharabah, dan pengelola tidak boleh menamggun
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalalisengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebaganpangan (mugabil) modal yang disediakan olelygdia
dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudhariipat@aampur tangan penyedia dana, tetapi ia memplhalya
untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindpkagelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syarigarh dalam tindakannya yang berhubungan denganamatdh
bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlakmdfitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

wn e

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allag) dengan saih kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada gahtkangna pada dasarnya akad ini bersifat amayeth&(l-
amanal), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kedalaatau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibamtga jika terjadi perselisihan di antara kedualbgihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan AasiitByari’ah setelah tidak tercapai kesepakataalaiel
musyawarah.

Wonokromo, Februari 2012
Arif Wibowo

11 arif_wibowo@uny.ac.id



12

arif wibowo®@uny.ac.id



